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Pendahuluan tersebut memerlukan penguatan tata kelola
kolaboratif demi mencegah kolapsnya ekosistem
dalam 15-20 tahun ke depan (Huwaei et al.,
2026).

Namun, keberadaan hutan mangrove
semakin terancam oleh berbagai aktivitas
manusia. Perubahan lahan menjadi faktor utama
konversi kawasan mangrove ke area lain yang
kurang ramah lingkungan (Richard & Friess,
2015; Surya Perdana, 2012). Kondisi serupa juga
terjadi di kawasan mangrove Kecamatan
Lembar. Menurut penelitian Sari et al. (2023),
sekitar 57% hutan mangrove di Kecamatan
Lembar mengalami kerusakan, meliputi area
seluas 64,52 hektare. Selain itu, 22% atau 24,51
hektare berada dalam kondisi rusak berat dan
hanya 21% atau 24,18 hektare yang tidak rusak.
Tingginya laju deforestasi ini sangat erat
kaitannya dengan perubahan tutupan lahan
(Richard et al., 2020). Salah satu upaya untuk
mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan
dengan melibatkan seluruh stakeholder guna

Hutan mangrove merupakan ekosistem
kunci yang memiliki nilai strategis luar biasa.
Selain menjadi sumber utama keanekaragaman
hayati (Bindiya et al., 2023), hutan mangrove
juga menyediakan berbagai barang dan jasa yang
mendukung kehidupan komunitas manusia
(Santos et al., 2017). Secara ekologis, hutan
mangrove memiliki fungsi penting, seperti
menjadi daerah pemijahan (spawning ground)
dan tempat mencari makan (nursery ground) bagi
berbagai spesies laut (Salahudin et al., 2021).
Ekosistem ini juga memberikan layanan budaya,
baik yang berwujud maupun tidak berwujud,
yang memiliki nilai signifikan bagi manusia
(Friess et al., 2021). Secara ekonomi, ekosistem
mangrove berfungsi sebagai kawasan ekowisata
berbasis masyarakat (potensi Rp320-912
juta/tahun), pusat transisi energi, dan penyedia
jasa karbon Dbiru (potensi Rpl1,09-3,85
miliar/tahun). Pengembangan seluruh potensi
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mendorong pengelolaan yang lebih baik dan
berkelanjutan.

Kawasan hutan mangrove di Lembar
Selatan mencakup luas 70 hektare yang sebagian
besar dimanfaatkan ~ untuk pariwisata.
Pengelolaan kawasan ini dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
bersama masyarakat setempat. Sejak tahun 2000,
masyarakat telah ~memanfaatkan kawasan
mangrove untuk budidaya kepiting bakau.
Sebelumnya, kawasan ini digunakan untuk
tambak garam (Al Idrus et al., 2018). Dalam
beberapa tahun terakhir, masyarakat juga mulai
mengembangkan kegiatan ekowisata mangrove,
seperti membuka usaha kuliner khas Sasak,
menyewakan perahu wisata, menyediakan jasa
parkir, hingga menjual tiket masuk (Salimah et
al., 2021).

Pengelolaan ini masih belum berjalan
optimal. Konflik kepentingan, seperti konversi
lahan dan eksploitasi sumber daya mangrove,
menjadi tantangan utama (Maiti et al., 2013).
Konversi lahan sering terjadi dalam bentuk alih
fungsi mangrove menjadi tambak garam, lahan
pertanian, permukiman, atau perkebunan. Selain
itu, eksploitasi dilakukan dengan memanfaatkan
kayu mangrove untuk bahan konstruksi, patok
budidaya, atau perangkap ikan. Konflik ini
melibatkan berbagai pihak dan sering kali
menimbulkan kerugian kolektif (Soontornwong,
2006).

Upaya memastikan keberlanjutan
pengelolaan ekosistem mangrove di Lembar
Selatan, kolaborasi seluruh stakeholder perlu

dilakuak. Dahuri (2001) menekankan pentingnya
peran antarpemangku kepentingan dalam
pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.
Harahap (2009) juga menyatakan bahwa
pengelolaan yang melibatkan seluruh elemen
stakeholder =~ dapat mencegah  kerusakan
mangrove.  Partisipasi  aktif  stakeholder
merupakan kunci keberhasilan pengelolaan yang
berkelanjutan  (Hasnanda, 2018). Namun,
kebijakan yang tidak terintegrasi sering
memunculkan konflik antarpemangku
kepentingan yang menghambat pengelolaan
(Reed et al., 2009). Penelitian terdahulu terkait
analisis stakeholder lebih banyak memetakan
Lembaga atau instansi formal. Keterbaharuan
dari penelitian ini penambahan kelompok lokal
sebagai salah satu stakeholder, sehingga
pemetaan lebih komprehensif. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
stakeholder dan menganalisis perannya dalam
pengelolaan hutan mangrove di Lembar Selatan,
Kabupaten Lombok Barat.

Bahan dan Metode

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan,
yaitu September—Oktober 2024, di kawasan
Ekowisata Mangrove Desa Lembar Selatan,
Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat. Lokasi penelitian disajikan
pada Gambar 1.

UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS MIPA
PRODI ILMU LINGKUNGAN

Analisis Peran Pemangku Kepentingan / Stakeholder
Terhadap Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove
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Gambar 1. Lokasi penelitian di kawasan hutan mangrove Desa Lembar Selatan, Lombok Barat (sumber: peneliti)
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Metode Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi pensil untuk mencatat, kertas sebagai
media tulis, dan kamera untuk dokumentasi.
Bahan yang digunakan meliputi lembar panduan
wawancara untuk stakeholder. Perangkat lunak
yang digunakan dalam pengolahan data adalah
Microsoft Excel.

Pengambilan sampel narasumber
dilakukan dengan teknik purposive sampling,
dengan kriteria lembaga atau instansi yang
memiliki peran langsung dalam pengelolaan
mangrove di  Lembar Selatan. Jumlah
narasumber ada 14 narasumber. Setiap
stakeholder diwakili oleh 1 narasumber yang
memiliki kriteria pengetahuan yang mendalam/
bergerak dalam bidang tersebut, keterlibatan
langsung dan mengambil perwakilan yang
memiliki kedudukan posisi stategis (posisi
tertinggi). Pengambilan narasumber dengan
kriteria tersebut dianggab sudah mampu
mewakili pengaruh dan kepentingan setiap
stakeholder. Prosedur persetujuan informan
melalui beberapa tahap, antara lain mengajukan
surat permohonan secara resmi ke kepala
stakeholder terkait, stakeholder mengatur jadwal
wawancara, sebelum dilakukan wawancara
dilakukan penjelasan secara lisan terkait tujuan
penelitian dan tahap terakhir narasumber
memberikan persetujuan untuk pengambilan data

Analisis peran stakeholder dilakukan
dengan memetakan tiap stakeholder ke dalam
matriks berdasarkan tingkat kepentingan dan
pengaruh. Jawaban wawancara dari infroman
dikonversi menjadi data kuantitatif dengan
melakukan skoring (skala likert 1-5). Instrument
dan dasar pembobotan penilaian kuantitaif
kepentingan dan pengaruh mengadopsi intrumen
dari yang telah dimodifikasi oleh Mugqorrobin et

al., (2013). Variabel kepentingan terdiri dari 4
variabel yaitu keterlibatan, manfaat pengelolaan,
prioritas pengelolaan dan ketergantugan terhadap
sumberdaya. =~ Variabel untuk  pengaruh
stakeholder  terdiri dari  aturan/kebijakan
pengelolaan, peran dan partisipasi, kewenangan
dalam pengelolaan dan kapasitas sumberdaya
yang disedian. Setiap variabel penelitian diukur
dengan menggunakan indikator operasional yang
dinilai menggunakan skala skor 1 sampai 5.
Proses penetapan indikator beserta bobot skor
pada masing-masing variabel tersebut telah
melalui tahap validasi oleh ahli materi.

Hasil skoring pada tingkat kepentingan
dan  pengaruh  pada  setiap  variabel
diakumulasikan dan dikriteriakan menjadi data
berjenjang 5 sesuai model yang dikembangkan
oleh Abbas (2025) yang dimodifikasi oleh
Mugorrobin et al.,, (2013). Tabel Tingkat
pengaruh dan kepentingan tersaji pata Tabel 1.

Total skor tingkat kepentingan dan
pengaruh pada setiap stakeholder
ditransformasikan ke skala 1-5 untuk.
Selanjutnya sandingkan untuk membentuk

koordinat dua dimensi (X dan Y dengan
memanfaatkan visualisasi grafik scatter plot
pada Microsoft Excel. Koordinat ini dipetakan ke
dalam diagram kartesius berskala 5. Penentuan
posisi strategis aktor didasarkan pada letak
koordinat tersebut terhadap garis pembatas
kuadran. Pengelompokan peran stakeholder
terdiri atas Subjects (kepentingan tinggi tetapi
pengaruh rendah), Players (kepentingan dan
pengaruh  tinggi), Actors/Context  Setters
(kepentingan rendah tetapi pengaruh tinggi), dan
Bystanders (kepentingan dan pengaruh rendah)
(Reed et al.,, 2009). Model pengelompokan
tersebut disajikan pada Gambar 2.

Tabel 1. Kriteria tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder

Kriteria Nilai Keterangan tingkat kepentingan

Sangat tinggi 17-20 Sangat bergantung pada keberadan mangrove
Tinggi 13-16 bergantung pada mangrove

Sedang 9-12 Cukup bergantung pada keberadaan mangrove
Cukup tinggi 5-8 kurang bergantung pada keberadaan mangrove
Rendah 0-4 Tidak bergantung terhadap keberadaan sumber daya
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Gambar 2. Model stakeholder grid berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Stakeholder

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 14
stakeholder yang berperan dalam pengelolaan
kawasan ekosistem mangrove di Desa Lembar
Selatan, Lombok Barat. Stakeholder tersebut
terdiri atas: 1) BAPPEDA (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah) Lombok Barat; 2) KLHK
(Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan) Nusa Tenggara Barat; 3) Balai
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB;
4) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok
Barat; 5) Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok

Tabel 4. Kriteria tingkat kepentingan stakeholder

Barat; 6) Kepala Desa Lembar Selatan; 7) Kepala
Dusun Cemare; 8) Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM); 9) travel wisata; 10)
akademisi; 11) kelompok nelayan; 12) Polisi Air
dan Udara (Polairud); 13) UMKM; dan 14)
Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata).

Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

Berdasarkan penilaian kuantitatif terhadap
pengaruh dan kepentingan, diperoleh tingkat
kriteria masing-masing stakeholder. Kriteria
tingkat kepentingan disajikan pada Tabel 4,
sedangkan kriteria tingkat pengaruh disajikan
pada Tabel 5.

No Stakeholder K1 K2 K3 K4 Total Kriteria
1 BAPPEDA Lombok Barat 3 2 4 3 12 Sedang
2 KLHK NTB 3 4 4 3 14 Tinggi
3 BKSDA NTB 4 4 5 4 17 Sangat Tinggi
4 DKP Lombok Barat 2 3 5 5 15 Tinggi

5 Dispar Lombok Barat 2 3 5 5 15 Tinggi

6 Kepala Desa Lembar Selatan 2 3 3 2 10 Sedang
7 Kepala Dusun Cemare 3 3 3 5 14 Tinggi

8 LSM 2 4 5 5 16 Tinggi

9 Travel wisata 2 3 2 4 11 Sedang
10 Akademisi 1 1 1 1 4 Rendah
11 Kelompok nelayan 2 2 3 3 10 Sedang
12 Polairud 3 3 5 2 13 Tinggi
13 UMKM 2 3 5 3 13 Tinggi
14 Pokdarwis 2 2 5 4 13 Tinggi

Keterangan: K1 = keterlibatan; K2 = manfaat pengelolaan; K3 = prioritas pengelolaan; K4 = ketergantungan

terhadap sumber daya.

Tabel 5. Kriteria tingkat pengaruh stakeholder

No Stakeholder P1 P2 P3 P4 Total Kriteria
1 BAPPEDA Lombok Barat 4 3 4 4 15 Tinggi

2 KLHK NTB 3 2 2 2 9 Sedang
3 BKSDA NTB 4 4 3 2 13 Tinggi

4 DKP Lombok Barat 1 4 1 3 9 Sedang
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No Stakeholder P1 P2 P3 P4 Total Kriteria

5 Dispar Lombok Barat 2 5 3 2 12 Sedang

6 Kepala Desa Lembar Selatan 1 2 1 2 6 Cukup Tinggi
7 Kepala Dusun Cemare 2 2 2 2 8 Cukup Tinggi
8 LSM 2 2 2 2 8 Cukup tinggi
9 Travel wisata 2 2 1 1 6 Cukup Tinggi
10 Akademisi 1 1 1 2 5 Cukup Tinggi
11 Kelompok nelayan 1 2 1 1 5 Cukup Tinggi
12 Polairud 1 1 1 2 5 Cukup Tinggi
13 UMKM 1 2 2 2 7 Cukup tinggi
14 Pokdarwis 3 4 1 3 11 Sedang

Keterangan: P1 = aturan dan kebijakan; P2 = peran dan partisipasi; P3 = kewenangan pengelolaan; P4 = kapasitas

sumber daya manusia.

Berdasarkan analisis tingkat kepentingan,
terdapat satu stakeholder dengan tingkat
kepentingan sangat tinggi, yaitu BKSDA NTB,
dan satu stakeholder dengan kepentingan rendah,
yaitu akademisi. Kelompok stakeholder dengan
kriteria tinggi terdiri atas KLHK NTB, DKP
Lombok Barat, Dispar Lombok Barat, Polairud,
Kepala Dusun Cemare, LSM, UMKM, dan
Pokdarwis. Sementara itu, stakeholder dengan
kriteria sedang terdiri atas BAPPEDA, Kepala
Desa Lembar Selatan, travel wisata, dan
kelompok nelayan.

Berdasarkan analisis tingkat pengaruh,
kelompok stakeholder dengan kriteria tinggi
terdiri atas BAPPEDA Lombok Barat, BKSDA
NTB, dan Dispar Lombok Barat. Sementara itu,
beberapa stakeholder lain berada pada kriteria
cukup tinggi atau sedang sesuai peran,
kewenangan, dan kapasitas sumber daya yang
dimiliki. Stakehoder yang memiliki tingkat
pengaruh dengan kriteria sedang terdiri dari 4

LA

yaitu KLHK NTB, DKP Lombok Barat, UMKM
dan Pokdarwis. Stakeholder yang memiliki
kriteria pengaruh cukup tinggi terdiri dari 7
stakeholder.

Peran Stakeholder

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat
empat kategori peran stakeholder dalam
pengelolaan ekosistem mangrove di Lembar
Selatan, yaitu Subjects, Players, Bystanders, dan
Actors. Kelompok Subjects terdiri atas
Pokdarwis, Kepala Desa Lembar Selatan, Kepala
Dusun Cemare, akademisi, kelompok nelayan,
dan travel wisata. Kelompok Players terdiri atas
KLHK NTB, Dispar Lombok Barat, BKSDA
NTB, DKP Lombok Barat, dan Polairud.
Kelompok Bystanders terdiri atas UMKM dan
LSM. Sementara itu, BAPPEDA Lombok Barat
berperan sebagai Actor atau Context Setter. Grid
peran stakeholder disajikan pada Gambar 3.

45
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4 © LsM
ODKP Lpmbok Barat ® Djspar Lombok Barat
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=
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Gambar 3. Grid peran stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Lembar Selatan.
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Pembahasan

Identifikasi Pengaruh dan Kepentingan

Stakeholder

1. BAPPEDA Lombok Barat berperan dalam
perencanaan pembangunan wilayah,
perumusan regulasi konservasi,

pengembangan basis data mangrove, serta
penyusunan rencana zonasi pesisir Teluk
Lembar. BAPPEDA memiliki pengaruh
tinggi  karena  menyusun  dokumen
perencanaan daerah dan berperan sebagai
koordinator dalam pengelolaan kawasan
ekosistem mangrove. Namun,
kepentingannya tergolong sedang karena
peran teknis lapangan relatif terbatas.

. KLHK NTB berperan dalam perencanaan,

pengawasan, dan rehabilitasi ekosistem
mangrove. Keterlibatan KLHK NTB
mendukung  keseimbangan  ekosistem,
mitigasi bencana, dan edukasi konservasi.

. BKSDA NTB memiliki tingkat kepentingan

sangat tinggi karena bertanggung jawab
dalam pengendalian, pemantauan,
pengawasan konservasi, serta perlindungan
ekosistem mangrove. Selain itu, BKSDA
memiliki  kewenangan regulatif dalam
pelaksanaan kebijakan konservasi.

. DKP Lombok Barat memiliki kewenangan

dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan
ekosistem mangrove. DKP bekerja secara
teknis dan berkoordinasi dengan pemerintah
daerah  dalam  pengawasan  kawasan,
penyusunan regulasi konservasi, penegakan
hukum lingkungan, serta sosialisasi kebijakan
kepada masyarakat.

. Dispar Lombok Barat terlibat dalam promosi

ekowisata  berbasis mangrove  untuk
mendukung sektor pariwisata, meningkatkan
daya tarik wisata alam, dan memberikan
dampak ekonomi lokal. Dispar berperan
dalam strategi pengembangan ekowisata
mangrove, meskipun kewenangan langsung
terhadap pengelolaan kawasan terbatas.

. Polairud memiliki kepentingan sedang karena

kawasan mangrove berkaitan dengan kegiatan
perikanan dan aktivitas masyarakat pesisir.
Polairud  memiliki  pengaruh  dalam
pengawasan melalui patroli laut serta
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
kelestarian mangrove.

. Kepala Desa Lembar Selatan memiliki peran

dalam pengawasan, penegakan aturan
berbasis desa, dan pemberdayaan masyarakat
lokal. Pemerintah desa dapat
mengembangkan regulasi pengelolaan wisata

1553

berbasis lingkungan dan berkolaborasi
dengan dinas terkait dalam penyusunan
peraturan desa.

8. Kepala Dusun Cemare memiliki kepentingan
dalam  pengawasan dan  pelaksanaan
pengelolaan ekowisata mangrove, terutama
karena kawasan mangrove  berfungsi
melindungi desa dari abrasi dan mendukung
ekonomi lokal. Namun, pengaruhnya masih
terbatas karena tidak memiliki kewenangan
regulatif langsung.

9. LSM  memiliki  kepentingan  dalam
pengelolaan mangrove melalui koordinasi
masyarakat, advokasi, edukasi lingkungan,
dan dukungan program konservasi. Perannya
penting dalam mendorong partisipasi publik,
meskipun  pengaruh  formal terhadap
kebijakan relatif terbatas.

10.Travel wisata memiliki kepentingan dalam
program edukasi dan konservasi berbasis
masyarakat serta memanfaatkan kawasan
mangrove sebagai destinasi wisata. Namun,
pengaruhnya tergolong sedang karena tidak
memiliki kewenangan langsung dalam
regulasi dan kebijakan.

11.Akademisi berperan melalui penelitian,
pengabdian  kepada  masyarakat, dan
penyediaan rekomendasi ilmiah. Akademisi
memiliki kepentingan terhadap keberhasilan
program, tetapi tidak memiliki kewenangan
langsung dalam pengambilan keputusan.

12.Kelompok nelayan merupakan kelompok
yang memiliki ketergantungan langsung pada
kawasan ekosistem mangrove. Nelayan
menerima dampak langsung dari kebijakan
dan program pengelolaan, tetapi kapasitas
untuk memengaruhi kebijakan masih terbatas.

13.UMKM memiliki kepentingan karena
memanfaatkan hasil mangrove untuk produk
ekonomi lokal, seperti olahan pangan atau
kerajinan. Namun, UMKM tidak memiliki
kewenangan langsung, sehingga pengaruhnya
lebih banyak berada pada dukungan ekonomi
berbasis sumber daya lokal.

14.Pokdarwis terlibat dalam kegiatan ekowisata
dan edukasi konservasi sehingga memiliki
kepentingan tinggi. Pokdarwis mendukung
pariwisata lokal dan peningkatan ekonomi
masyarakat, tetapi kewenangan formal dalam
pengelolaan kawasan masih terbatas.

Peran Stakeholder

Kategori Players mencakup pemangku
kepentingan yang memiliki kepentingan dan
pengaruh tinggi dalam pengelolaan ekosistem
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mangrove. Beberapa pihak dalam kategori ini
adalah BKSDA NTB, Dispar Lombok Barat,
Pokdarwis dan BAPPEDA Lombok Barat.
Kelompok ini perlu menjadi motor koordinasi
karena memiliki otoritas, sumber daya, serta
legitimasi formal dalam pengelolaan kawasan
pesisir dan konservasi mangrove. BAPPEDA
Lombok Barat termasuk dalam kategori ini
karena berperan dalam penyusunan rencana
pembangunan wilayah, termasuk tata ruang dan
zonasi pesisir yang berkelanjutan. Pokdarwis
secara intensif terlibat dalam setiap tahapan
pengelolaan

Kategori Subjects terdiri atas pemangku
kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi
terhadap ekosistem mangrove, tetapi
pengaruhnya masih terbatas. Kelompok ini
mencakup kelompok nelayan, travel wisata,
Kepala Desa Lembar Selatan, Kepala Dusun
Cemare, DKP Lombok Barat, KLHK NTB,
Polairud, LSM dan UMKM. LSM berperan
dalam advokasi lingkungan, edukasi masyarakat,
dan rehabilitasi mangrove, sedangkan UMKM
berkontribusi melalui pemanfaatan sumber daya
mangrove untuk produk ekonomi lokal.
Kelompok ini perlu terus dilibatkan dalam proses
pengelolaan karena memiliki hubungan langsung
dengan ekosistem dan kegiatan sosial-ekonomi
di sekitarnya.

Kategori Bystanders terdiri atas pemangku
kepentingan dengan tingkat kepentingan dan
pengaruh yang lebih rendah, tetapi tetap dapat
berkontribusi dalam mendukung program
konservasi.  Akademisi  berperan  dalam
penelitian, edukasi masyarakat, dan rehabilitasi
mangrove.

Key player memiliki dalam
mengambil Keputusan dan
mengimplementasikan dari setiap regulasi yang
ada. Keberhasilan pengelolaan perlu adanya
koorinasi dengan kelompok subject. Koordinasi
yang dilakukan keyplayer dan subject dapat
dilakukan dnegan mekanisme dialog untuk
memperoleh aspirasi dari masyarakat lokal
dalam upaya merumuskan kebijakan pengelolaan
kawasan mangrove. Pengelolaan kolaboratif
dapat meminalisirkan konflik antar stakeholder.
Sejalan dengan Begum et al., (2023) bahwa
pengelolaan  kolaboratif —merupakan salah
pengelolaan  yang  menjembatani  antara
masyarakat lokal dan kebijakan pemerintah
sehingga  membentuk  kemitraan  dalam
pengelolaan secara berkelanjutan.

Bappeda memiliki fungsi koordinatif
dalam menyeleraskan kepentingan dengan key
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player lainnya. Berdasarkan hasil wawancara,
Bappeda memiliki peran dalam
mengkoordinasikan instansi pemerintah dan
stakeholder lainnya dalam mengarahkan
perencanaan pembangunan daerah melalui
dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah). Berdasarkan
dokumen RPJMD, setiap program dan
kepentingan dari stakeholder dapat terakomodasi
dengan baik.

Pengelolaan ekosistem mangrove di
Lembar Selatan juga didukung oleh berbagai
regulasi nasional dan daerah yang mengatur
konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam.
Regulasi tersebut antara lain Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam menjadi dasar landasan dan
kewenangan dari BKSDA yang berperan dalam
melaksanan perlindungan, pengawasan dan
pengendalian kawasan konservasi. Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor
P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi
Ekosistem Mangrove (RAN-KEM) 2017-2027
menjadi dasar kewenangan untuk KLHK,
BKSDA NTB, BAPPEDA dan Pemenerintah
Desa dalam pengelolaan kawasan. Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Hidup di Kabupaten Lombok Barat menjadi
dasar landasan kewenangan enjadi dasar bagi
BAPPEDA Lombok Barat, DKP Lombok Barat,
Dinas Pariwisata Lombok Barat, pemerintah
desa, dan kelompok masyarakat lokal dalam
pengelolaan ekowisata mangrove perlindungan
lingkungan, serta pengawasan pemanfaatan
sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Sinergi
antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan lainnya diperlukan agar kebijakan
konservasi mangrove dapat berjalan lebih efektif
dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pengelolaan ekosistem mangrove di
Lembar Selatan melibatkan 14 stakeholder yang
memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh
berbeda. Berdasarkan hasil pemetaan peran,
terdapat sembilan stakeholder sebagai Subjects,
yaitu kelompok nelayan, travel wisata, Kepala
Desa Lembar Selatan, Kepala Dusun Cemare,
DKP Lombok Barat, KLHK NTB, Polairud,
LSM dan UMKM. Empat stakeholder berperan
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sebagai Players, BKSDA NTB, Dispar Lombok
Barat, Pokdarwis dan BAPPEDA Lombok Barat.
Satu stakeholder yaitu Akademisi berada pada
kategori Bystanders, Hasil ini menunjukkan
bahwa penguatan koordinasi antara stakeholde
berpengaruh tinggi dan kelompok masyarakat
yang memiliki kepentingan langsung menjadi
prasyarat penting bagi pengelolaan mangrove
yang berkelanjutan. Perlu adanya pembentukan
forum bersama yang antar stakeholder.
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